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Abstract:  Islam as a religion that comes from Allah does not only talk about the problems of ubudiyah and the 
hereafter, but also talks about various aspects of life, including governance. However, it is recognized that it is 
strictly and clearly not found the concept of government or caliphate in Islam, let alone the concept of the state 
in the sense of nation-state. Understanding the concept of the state will feel more complicated when we include 
various points of view and perspectives. Because the order to establish a state will not be found in the literature 
of the Holy Qur'an and the Hadith of the Prophet. However, when we want to know the organs of this country, 
we find many in the Al-Quran and Hadith. Islam is a cooperative religion, discussing all issues, both ukhrawi 
and worldly problems. From this worldly discussion, it will definitely discuss constitutional issues including 
discussing the issue of the concept of the state according to Islam. The purpose of this research is to add and 
enrich the knowledge about the state as a positive side. 
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Abstrak:  Islam  sebagai agama yang berasal dari allah tidak hanya berbicara mengenai masalah-masalah 
ubudiyah dan akhirat saja, akan tetapi juga berbicara mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk didalamnya 
adalah mengenai pemerintahan. Namun diakui bahwa memang secara tegas dan jelas tidak ditemukan konsep 
tentang pemerintahan atau kekhalifahan di dalam Islam, apalagi konsep negara dalam pengertian nation-state. 
Memahami konsep negara akan terasa lebih rumit  ketika kita menyertakan berbagai sudut pandang dan 
perspektif. Karena perintah mendirikan negara tidak akan kita jumpai dalam literatur kitab Suci Al-Quran dan 
Hadits Nabi. Namun ketika kita ingin mengetahui organ-organ dari negara tersebut banyak kita jumpai di Al-
Quran dan Hadist. Islam adalah Agama yang koprehensif, membahas seluru masalah, baik masalah ukhrawi maupun duniawi. 
Dari pembAhasan duniawi ini maka pasti akan membahas masalah ketatanegaraan termasuk di dalamnya membahas masalah 
konsep negara menurut Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah dan memperkaya khazanah ilmu 
tentang negara sebagai sisi positifnya.  
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Negara merupakan  konsep  yang 
paling penting dalam ilmu politik. Negara 
selalu menjadi wilayah kajian karena 
disana terdapat pergulatan politik dan 
kekuasaan yang paling mudah untuk 
dilihat dan dikenali. Negara merupakan 
integrasi dari kekuasaan politik.1.  Istilah 
negara merupakan terjemahan dari bahasa 
asing Dikenal dengan istilah Lo Stato 
bahasa Italia, L’ Etat dalam bahasa 
Perancis, State dalam bahasa Inggris; De 
Staat dalam bahasa Belanda.2 Di dalam 
konsepsi Islam, rumusan mengenai negara 
berasal dari tiga paradigma, yaitu: 
Pertama: pradigma tentang teori khilafah  
yang dipraktekkan setelah Rasullah SAW, 
dan biasanya merujuk kepada kekhalifahan 
al-Rasydun. Kedua, paradugma yang 
bersumber pada teori imamah dalam 
paham Islam Syi’ah. Ketiga paradigma 
yang bersumber dari teori Imamah atau 
pemerintahan.3 
Dalam sejarah Politik Islam, negara 
Islam pertama kali dipraktekkan langsung 
oleh Nabi Muhammad saw. Nabi yang 
mengemban dua jabatan sekaligus, yaitu 
sebagai kepala negara dan sebagai 
                                                          
 1 Abu Bakar Abhara, Pengantar Ilmu 
Politik, 2010. 
 2 C.S.T  Kansil, Hukum Tata Negara 
Republik Indonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1986). 
 3 M. Sirajuddin Syamsudin, “Pemikir 
Politik (Aspek-Aspek yang terlupakan dalam sistem 
Pemikir Islam) Refleksi Pembaharuan Pemikir 
Islam (Jakarta: LSAF, 1989). 
pembawa risalah (nabiyullah). 
Pengangkatan Nabi sebagai kepala negara 
setelah tercapainya kesepakatan Nabi 
dengan suku-suku yang ada di Madinah, 
baik itu muslim ataupun nonmuslim yang 
dikenal dengan konstitusi Madinah atau 
piagam Madinah.4 Secara tidak langsung 
Kepemimpinan Nabi Muhammad saw 
sudah mengayomi warga yang terdiri dari 
berbagai agama, suku dan kabilah. Unsur-
unsur terbentuknya sebuah negara telah 
terlialisasi pada masa nabi Muhammad, 
seperti adanya wilayah, rakyat, kepala 
negara, dan undang-undang yang 
mengatur.  5 
Sebutan untuk negara Islam (ad-
daulah al-islamiyyah) menjadi perdebatan 
di kalangan para ilmuan politik Islam. 
Sebagian diantara mereka menyatakan 
bahwa negara islam itu tidak ada, baik 
dalam sejarah maupun kenyataan. 
Pandangan ini dipegang erat oleh Ali Adb 
Ar-Raziq dan Fauzi An-Najjar. Keduanya 
sangat yakin tidak ada negara pada 
masanya. Pendapat mereka nabi 
Muhammad hanya membawa risalah 
ketuhanan saja, tidak membawa risalah 
kekuasaan. Tindakan Rasullah sebagai 
                                                          
 4 Q. Zaman, “Negara Madinah (sebuah 
Prototy ketatanegaraan Modern),” Jurnal Agama 
dan Hak Azazi Manusia Vol. 2, No (2012): h. 75. 
 5 Efrinaldi, “Paradigma Politik Islam: 
Protitipe Negara Madinah dan Prinsip-prinsip 
Politik Kenegaraan,” Al-Imarah: Jurnal 
Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No (2017): 
h. 92. 
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pemimpin komunitas madina, baik dalam 
kekuasaan legislatif, eksekutif dan 
yudikatif   dalam upaya perundingan, 
perjanjian dan penentuan perang tidak 
berarti bahwa beliau adalah seorang kepala 
negara dan ada negara melainkan 
mempresentasikan kepala agama.6 
Seorang pemikir Islam pertama yang 
dianggap paling komprehensif 
mencetuskan konsep Negara Islam adalah 
Jamaluddin Al-Asadabadi (1838-1897)  
yang   kemudian  dikenal  dengan  
Jamaluddin  Al-Afghani. Ada dua hal 
menurutnya yang mendorong untuk 
melaksanakan Negara  Islam ini, yaitu : 
a. Al-Afghani melihat betapa lemahnya 
umat Islam dan para penguasanya 
menghadapi imperialisme barat pada 
waktu itu, sehingga perlu dibangkitkan 
gerakan Pan-Islamisme untuk 
mempersatukan kekuatan politik Islam. 
b. Gerakan semacam ini tidak mungkin 
lahir tanpa umat Islam merumuskan 
kembali Islam sebagai ideologi, nilai 
peradaban dan identitas 
kebudayaannya sendiri menghadapi 
tantangan modernis barat. Dalam 
konsep  Negara Islam terpadu  Al-
Afghani mengatakan,  untuk tidak 
membicarakan Islam dari sudut 
pandang agama yang sempit, tetapi 
melakukan elaborasi secara intelektual-
                                                          
 6 Ija Suntana, Pemikiran Ketatanegaraan 
Islam (2010). 
religius agar bisa mendiskusikan hal-
hal yang berkaitan dengan hukum 
Islam, kelembagaan sosial Islam, dan 
berhubungan dengan kekuasaan serta 
wilayah politik lainnya. 
Gagasan Islam seperti itu yang 
kemudian dikatakan sebagai awal 
munculnya modernisme Islam. Untuk 
menumbuhkan semangat menentang 
hegemoni barat, tentu  diambil sisi 
positifnya. Ide dan konsep mengenai 
Negara Islam pada akhirnya sampai ke 
Indonesia dalam sejarah prakemerdekaan 
sampai pasca kemerdekaan. Salah seorang 




Ide dan pemikirannya membuat catatan 
sejarah baru bagi perkembangan umat 
Islam di Indonesia. M. Natsir 
berpandangan bahwa Islam merupakan 
agama yang ajarannya komprehensif dan 
mengatur segala aspek kehidupan manusia 
dimuka bumi ini. Politikus modern Islam 
ini dengan sangat gigih memperjuangkan 
Islam sebagai Dasar Negara dan 
memberikan konsep mengenai Negara. 
 
Teori dan konsep serta defenisi 
negara begitu beragam. Namun yang 
menjadi dasar atau tonggak sebuah negara 
adalah masyarakat yang terdiri dari 
individu-individu manusia. Sosiolog 
muslim, Ibnu Khaldun (1332-1406 M) 
Menjelaskan; Organisasi Masyarakat 
merupakan kebutuhan alasannya adalah 
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manusia diciptakan sedemikian rupa, 
sehingga ia hanya dapat menopang 
hidupnya dengan bantuan makanan. 
Kemampuan setiap individu untuk 
memperoleh makanan  disesuaikan 
dengan kebutuhannya.7.
 
Negara berasal dari bahasa latin, 
status, stati dalam bahasa itali, estes 
dalam bahasa Perancis dan state dalam 
bahasa inggris. Dalam kajian Islam 
(Islamic Atudies), istilah negara bisa 
bermakna daulah, khilafah, imamah, 
hukumah dan kesultanan. Penyebutan 
negara dalam islam memiliki beragam 
corak. Secara historis istilah-istilah di atas 
pernah di praktekkan oleh umat islam di 
berbagai kawasan. Negara merupakan 
sebuah alat yang diberikan wewenang 
untuk mengatur dan mengendalikan 
segala sendi kehidupan bersama dalam 
satu daerah tertentu dan memiliki 
kedaulatan. Ketika negara dikatakan 
sebagai sebuah alat maka, negara tidak 
akan dapat berdiri, bergerak dan 
melakukan kegiatan apapun bila tidak ada 
organ yang menggerakkannya.
 
Konsep negara merupakan hal yang 
sangat  istimewa untuk dikaji , karena 
memang sejak zaman Yunani kuno 
bahkan sampai sekarang, banyak gagasan 
dan pemikiran yang lahir tentang seperti 
apa konsep sebuah negara. Seperti 
                                                          
 7 Lubis Solly, Ilmu Negara, 2007. 
Socrates, Plato, dan Aristoteles. 
Kemudian dalam ranah pemikir politik 
islam mengenai konsep dasar negara 
sudah juga muncul sejak abad klasik dan 
abad petengahan sedangkan di abad 
modern. Seperti Al-Farabi, Al-Mawardi 
dan Al- Maududi, tokoh ini muncul pada 
abad klasik dan abad pertengahan 
sedangkan di  abad modern tokoh yang 
terkenal adalah  Muhammmad Abduh, 
Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad 
Iqbal dan tokoh-tokoh yang lain. Rasyid 
Ridha, seorang ulama terkemuka Islam 
merumuskan konsep negara islam modern 
beliau berpendapat bahwa premis pokok 
dari konsep negara islam adalah syari’ah 
(syariah merupakan sumber hukum paling 
tinggi). Rasyid Ridha juga berpendapat 
syariah harus membutuhkan bantuan 
kekuasaan  untuk 
mengimplementasikannya. 
 
Konsep negara Islam mengalami 
perubahan seiring berubahnya kondisi 
sejarah. Di awal kemunculannya, negara 
islam merupakan organisasi kolektif non 
represif di lingkungan Arabia yang semi-
nomaden dan bersuku-suku. Dikemudian 
Arab berubah menjadi sebuah negara 
feodal dan sangat refresif. Sistem 
peralihan pada masa kekhalifahan awal 
telah diganti dengan jabatan raja yang 
turun temurun. Dan dimasa selanjutnya, 
para sultan merebut kekuasaan dengan 
kekuatan bersenjata, mulai memegang 
Dian Pertiwi, Jamal Mirdad, dan Mami Nofrianti: 




kekuasaan riil. Wahbah az-Zuhaili, 
seorang ahli kontemporer dari Damaskus 
Suriah berpendapat Negara yang Ideal 
Menurut Islam yaitu Darul Islam atau 
negara Islam. Pertama, suatu negara bisa 
dikatakan negara Islam jika mayoritas 
rakyatnya beragama Islam. Logikanya jika 
mayoritas penduduk beragama Islam, 
dalam sistem demokrasinya negaranya 
akan dipimpin oleh seorang yang 
beragama Islam. Tidak menyebutkan 
status hukum yang berlaku di negara 
tersebut. Contohnya Mesir Turki dan 
Indonesia Kedua suatu negara juga dapat 
dikatan sebagai negara islam jika hukum 
islam diterapkan. Sekalipun tidak semua 
warganya beragama islam. Contohnya 
Iran dan Pakistan.
 
Dalam buku Jubair Sitomorang 
secara praktis hubungan islam dan negara 
di dunia dapat dikelompokkan menjadi 
dua bagian. Lembaga kepala negara 
(imamah) dipandang sebagai salah satu 
aspek penting dalam sistem 
ketatanegaraan. Selain memiliki kekuatan 
yang sentral dalam menjalankan aturan-
aturan kenegaraan bagi rakyatnya, kepala 
negara juga memiliki peran dalam 
pengambilan dan pelaksanaan keputusan-
keputusan beragama. Dengan begitu 
besarnya pengaruh/ andil seorang kepala 
negara, sehingga keberadaanya menjadi 
faktor yang menjamin eksistensi dan 
keberlangsungan sebuah negara.
 
Dalam konteks Islam, Kepala 
negara yang juga disebut dengan imamah 
memegang peran yang urgen dalam 
bernegara, sebab imamah mempunyai 
tanggung jawab untuk memberikan 
kesejahteraan dan ketentraman.8 Imamah 
dalam negara Islam semestinya 
memperhatikan kemaslahatan rakyat, 
artinya imamah yang diangkat harus 
mewakili kepentingan rakyat, dipilih 
secara musyawarah, musyawamah, 
huriyyah dan al-adalah.9 
Dalam artikel ini, akan membahas 
konsep negara dalam sudut pandang 
beberapa ilmuan muslim dalam membahas 
konsep negara terutama negara Islam, 
beberapa ilmuan tersebut dipilih dari 
berbagai periodesasi yaitu Almawardi, 
Abu Nashr alFarabi, AlMaududi dan Ibnu 
Khaldun.  
Artikel ini menggunakan penelitian 
kepustakaan (library research). Dimana 
penelitian yang bersifat kepustakaan dan 
data-datanya diambil dari bahan-bahan 
tertulis, baik itu buku atau bahan bacaan 
lainnya yang berkaitan dengan topik 
pembahasan. Isi studi kepustakaan juga 
dapat berupa kajian teoritis yang 
                                                          
 8 Abd. Rahman, ““Etika Pemimpin Politik 
Dalam Kitab Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas 
(Perspektif Maqasid Al-Syariah),” Al-Imarah: 
Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 6, No 
(2021): h. 1. 
 9 Wahyu Abdul Jafar, ““Imamah Dalam 
perspektif kemaslahatan Rakyat,” Jurnal 
Pemerintahan dan Politik Islam ”, Al-Imarah Vol. 
2, No (2017): h. 61-62. 
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pembahasannya difokuskan pada informasi 
seputar permasalahan yang akan 
dipecahkan melalui penelitian. Pendekatan 
penelitian yang adalah studi pemikiran 
tokoh.10 Menurut Syahrin Harahap, 
pendekatan penelitian tokoh dalam bidang 
pemikiran Islam mengacu pada bidang 
ilmu yang dijadikan landasan bagi 
penghampiran objek penelitian.  
Contohnya Teologis, Sufistis, Filosofis, 
Filsafat Islam (hukum, pendidikan, 
dakwah) dan lain-lain. Sebagai penelitian 
kepustakaan, maka data-data penelitiannya 
diperoleh dari berbagai literatur, maupun 
sumber lainnya yang berkaitan dengan 
penelitian. Sumber data yang dimaksud 
baik dalam bentuk buku atau tulisan-
tulisan lainnya yang berhubungan dengan 
topik penelitian yang dibahas. Sumber data 
yang akan dikumpulkan terdiri dari data 
primer dan data sekunder. Data primer 
sebagai data pokok dan data sekunder 
sebagai data pendamping atau penunjang 
dalam penelitian.11 
Hasil Dan Pembahasan 
Negara menurut Pemikir Islam 
Pembahasan tentang negara secara 
teoritis sudah ada dari zaman dahulu kala. 
Yaitu masa yunani kuno, orang sudah 
mulai menaruh perhatiannya terhadap 
                                                          
 10 Sukardi, Metodologi Penelitian 
Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta, 
2003). 
 11 Syahrin Harahap, Metodologi Studi 
Tokoh Pemikiran Islam (Medan, 2006). 
masalah-masalah negara dan masyarakat 
dengan segala bentuknya. Di antara nama 
pemikir tersebut tercatat nama seperti 
Plato (428-348 SM) dan Aristoteles (384-
322 SM). Didalam Islam pembahasan 
tentang negara secara rasional muncul 
setelah pemikir Islam bertemu dan 
berkenalan dengan karya-karya pada masa 
pemerintahan Bani Abbasiyah. Sarjana 
Muslim Pertama yang menyampaikan 
gagasan atau teori politiknya dalam 
bentuk karya tulis adalah Syihab al-Din 
yang hidup semasa pemerintahan 
Mu’tashim, Khalifah kedelapan dari Bani 
Abbas dengan karyanya “Suluk al-
Mamalik Fi Tadbir al-Mamalik” 
(Pedoman Bagi Raja dalam Menjalankan 
Pemerintahan). Setelah itu muncul para 
pemikir seperti, Al.–Farabi, Al-Mawardi, 
Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun yang hidup 
setelah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah di 
Bagdad, Para sarjana diatas dianggap 
mewakili pemikiran politik di dunia Islam  
pada zaman Klasik dan zaman 
pertengahan. 12 
Dalam sejarah peradaban Islam di 
dunia sudah banyak melahirkan tokoh dan 
beragam pemikiran mengenai Islam dan 
ajaran–ajaran yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad ini. Hal yang selalu mencuat 
dan tidak kehabisan waktu bagi semua 
                                                          
 12 M. Sirajuddin Syamsudin, “Pemikir 
Politik (Aspek-Aspek yang terlupakan dalam sistem 
Pemikir Islam) Refleksi Pembaharuan Pemikir 
Islam. 
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kalangan baik akademisi maupun 
kalangan agamawan ialah diskursus 
tentang Negara Islam. Ada banyak tokoh 
intelektual  Islam yang vokal menawarkan 
sebuah konsep Negara Islam dalam 
perpolitikan. Di Indonesia (dengan cara 
konstitusional) di antaranya ada M. Natsir, 
seorang tokoh Islam yang juga mantan 
Perdana Menteri di era Soekarno dan 
seorang pendiri Masyumi, kedua ada 
Zainal Abidin Achmad yang juga tokoh-
tokoh sentral dalam Masyumi. 
1. Al-Mawardi. 
Almawardi bernama lengkap Abu 
al-Hahan Ali bin Muhammad bin Habib al-
Mawardi al-Syafi’in. Lahir di kota Basrah 
Iraq 364 H/974 M pada masa Daulah 
Abbasiyah. Almawardi merupakan seorang 
Sarjana muslim yang terhormat pada 
masanya karena banyak karya-karya yang 
ternama yang beliau lahirkan. Salah satu 
karyanya yang ternama adalah al-Ahkam 
al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-
Dinniyyah, ini merupakan karya 
pertamanya yang terbit dan dikenal dunia 
sampai saat ini. Al mawardi juga ada 
menulis beberapa buku tentang ilmu 
politik dan ketatanegaraan, namun tidak 
ada satupun dari buku-buku al-mawardi di 
bidang ilmu politik dan ketatanegaraan, 
yang berbicara secara eksplisit konsep 
negara di dalam islam. Karena memang al-
mawardi hidup di masa Kekhalifahan 
Daulah Abbasiyah. Al mawardi 
berpendapat khilafah pada saat itu 
merupakan bukti bahwa konsep negara 
telah ada dalam praktik politik dan 
kenegaraan dalam islam, yang berarti 
konsep tentang negara telah selesai, artinya 
bila ada seseorang yang bertanya tentang 
konsep negara dalam islam, lihat saja 
khilafah Daulah Abbasiyah yang sedang 
berkuasa.13 
Dari banyak buku yang ditulis oleh 
Al-Mawardi dapat kami tarik satu 
kesimpulan bahwa pandangan beliau pada 
konsep negara. Sebagaimana Plato dan, 
Aristoteles dan Ibnu Abi Rabi,’ al-
Mawardi juga berpendapat manusia adalah 
mahluk sosial yang saling bekerja sama 
dan membantu satu sama lain, tetapi dia 
memasukkan agama dalam teorinya. 
2. Abu Nashr Al- Farabi  
Abu Nashr Al- Farabi, bernama 
lengkap Abu Nashar bin Muhammad bin 
Muhammad bin Tharkan bin Unzalagh. 
Beliau lahir di kota Wajij, wilayah Farabi 
yang masuk kawasan  Turkistan, pada 
tahun 257 H atau 870 M.  Ayahnya 
berkebangsaan Persia dan Ibunya 
berkebangsaan Turki. Dia meninggal tahun 
339 H atau 950 M. Beliau menyelesaikan 
Pendidikan dasarnya di kota Farab, kota 
kelahirannya. Ia mempelajari al-Qur`an 
                                                          
 13 Farkhani, Hukum Tata Negara 
(Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyasah 
Islamiyah dan Konstitusi Negara Republik 
Indonesia, ed. oleh Evi Ariyani (Sukoharjo: 
Pustaka Iltizam, 2016). 
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,tata bahasa, kesusastraan, dan ilmu-ilmu 
agama serta aritmatika dasar. Ia dinilai 
memiliki kecerdasan istimewa sehingga 
mampu menguasai setiap apa yang 
dipelajarinya kemudian, Pendidikan 
lanjutannya diselesaikan di Bukhara, ibu 
kota dan pusat intelektual. Disinilah al-
Farabi menguasai bahasa Parsidan 
mempelajari musik pertama kalinya14. 
Sejak muda, Al-Farabi menguasai 4 bahasa 
Arab, Persia, Turki dan Kurdi. Al- Farabi 
hidup pada zaman kekuasaan Abbasiyah 
yang diguncang oleh berbagai gejolak, 
pertentangan dan pemberontakan. Pada 
waktu itu timbul berbagai macam 
pemberontakan terhadap kekuasaan 
Abbasiyah dengan berbagai motif, 
kesukuan dan kebendaan. Banyak anak 
raja dan penguasa lama berusaha 
mendapatkan kembali wilayah dan 
kekayaan nenek moyangnya, khususnya 
orang-orang persia dan Turki. Mereka 
mencoba mencapai tujuannya dengan 
merongrong wibawa khalifah. 15. 
Pemikiran al-Farabi tentang negara banyak 
tertuang secara sistematis dalam karyanya 
yang berjudul Ara- Ahl al-Madina al 
Fadhilah. Ide-idenya tentang negara 
banyak bersifat Platonia, karena buku 
                                                          
 14 Osman Bakar, Hierarki Ilmu; 
Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu Menurut 
Al-Farabi, Al- Ghazali, Qutb al-Din Al-Syirazi, cet. 
1 (Bandung: Purwanto, : Mizan, ., 1997). 
 15 Suntana, Pemikiran Ketatanegaraan 
Islam. 
Republika karya Plato banyak mengilhami 
bukunya tersebut. 16. 
Buku tersebut secara substansial 
banyak diilhami oleh buku Republic karya 
Plato, yang membuat pemikirannya 
tentang kenegaraannya banyak diwarnai 
pemikiran Plato. Sebagaimana Plato dan 
Aristoteles, al-Farabi juga berpendapat 
bahwa manusia adalah makhluk sosial 
yang memiliki kecenderungan untuk hidup 
bermasyarakat (bernegara) dengan tujuan 
di samping memenuhi kebutuhan pokok 
hidup juga untuk mencapai kebahagiaan 
material dan spiritual didunia dan 
diakhirat. Dari pendapat tersebut tampak 
bahwa al-Farabi memberi warna Islam 
pada pandangan Plato dan Aristoteles 
dengan menambahkan tujuan masyarakat 
yang bersifat ukhrawi dari pembentukan 
negara.17 Al Farabi berpendapat bahwa 
manusia tidak sama antara yang satu 
dengan yang lain, ini sebabkan oleh 
banyak faktor. Faktor ini lah yang 
mempengaruhi pembentukan watak atau 
perilaku pola pikir dan kebiasaan 
bernegara. Salah fungsi negara terkait 
dengan ragam watak perilaku adalah 
menyatukan masyarakat dalam satu sistem 
yang sama. 
                                                          
 16 Farkhani, Hukum Tata Negara 
(Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyasah 
Islamiyah dan Konstitusi Negara Republik 
Indonesia. 
 17 Soehina, Ilmu Negara, cet. 6, 
(Yogyakarta: Liberti, 1996). 
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 Al Farabi mengatakan negara yang 
baik adalah negara yang berhasil 
menyatukan keberagaman masyarakat 
dalam bingkai kesatuan yang kukuh dan 
berjalan secara bersamaan untuk mencapai 
tujuan negara. Pada dasarnya, negara tidak 
mampu menciptakan persamaan watak dan 
kesatuan kehendak dalam keberagaman 
umat manusia yang bersifat alami. 
Pemikiran al –Farabi lebih maju dari Plato 
dan Aristoteles, karena menambahkan 
kehidupan spritual tentang manusia tidak 
hanya di dunia tapi juga di akhirat.  Aspek 
ini lah yang kemudian membedakan 
dengannya dua filsuf yunani tersebut.  
Tentang konsep negara yang digagas oleh 
al- Farabi sama dengan Plato dan 
Aristoteles Yaitu Negara Kota.   
Negara dalam Konsep Al-Farabi 
terbagi menjadi dua; al- Madinah al-
Fadhilah dan al-Madinah al-Jahilah. al- 
Madinah al-Fadhilah ( Negara Utama) ini 
diibaratkan oleh AlFarabi sebagai tubuh 
manusia yang satu bagian dengan bagian 
lainnya saling bekerjasama sesuai dengan 
tugasnya masing-masing. Dan jantung 
menjadi pusat dari segala organ yang ada. 
Jantung menyulap kebutuhan darah 
keseluruh anggota tubuh yang ada. Jantung 
menjadi ibarat sebagai pemimpin sebuah 
negara, pelayan rakyat yang menjamin 




Seorang pemikir Islam 
Kontemporer yang mencoba menyajikan 
suatu konsep politik Islam yang relatif 
utuh, lengkap dan asli yaitu Al- Maududi. 
Beliau juga seorang mujaddit besar yang 
lahir di benua India pada tahun 1903, 
bertepatan dengan 3 Rajab 1321 H atau 
bertepatan dengan 25 September 1903 M 
di Aurangabad, Hyderabad-Dakka. 18 
Munawir sjadzali menyebut bahwa al-
Maududi merupakan pemikir politik islam 
yang mempunyai konsepsi kenegaraan 
yang paling lengkap.19 Ia juga seorang 
pembicara yang ulung  dan seorang penulis 
yang sangat produktif dalam berbagai 
bidang, termasuk di dalamnya adalah 
tentang konsep negara dan pemerintahan. 
Tulisan al maududi adalah: 
a. Perang dalam Islam 
b. Teori Politik Islam 
c. Hukum Islam dan Cara Pelaksanaanya 
d. Kodifikasi Konstitusi Islam 
e. Hak-Hak Golongan Dzimmi dalam 
Negara Islam 
f. Pemerintah Islam 
Al-maududi memiliki pemikiran 
yang sangat berbeda dibandingkan dengan 
para pemikir politik islam lain seperti, 
Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, 
                                                          
 18 Maryam Jamilah, Biografi Abu al-A;la 
al-Maududi (Bandung: Risalah, 1973). 
 19 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata 
Negara, ajaran, sejarah, dan pemikiran (Jakarta: 
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Ali Jinnah dan Abu Kalam Azzad. Karena 
Al Maududi termasuk pemikir yang 
memahami syariat Islam, Sehingga beliau 
termasuk dalam tokoh pembaharuan 
pemikir Islam yang paling berpengaruh 
besar pada fenomena kebangkitan Islam 
dewasa ini karena gagasan-gagasannya. 
Al-Maududi dapat disandingkandan 
disejajarkan dengan Hasan Al-Banna dari 
Mesir dengan Muhammad Nasir dari 
Indonesia.  
Yang menarik dari tulisan-tulisan al-
Maududi adalah konsistensi pemikirannya 
dan kemampuannya untuk 
menggabungkan dan menjalin seluruh 
pemikiran pembahasannya menjadi suatu 
sistem atau tata fikir yang benar terpadu. 
Beliau juga sangat tekun untuk 
menyuguhkan islam sebagai suatu sistem 
komprehensif.  Maududi juga 
menyampaikan pendapatnya bahwa, suatu 
negara Islam haruslah didirikan atas dasar 
hukum Islam sebagaimana yang telah 
diturunkan Allah kepada manusia melalui 
rasul-Nya. 20  
Al-Maududi tidak hanya berbicara 
sebatas bagaimana konsep negara Islam 
saja, ia juga berbicara bagaimana 
pentingnya komponen negara Islam dalam 
menopang eksistensi Negara Islam 
kedepan. Sehingga ia membahas tentang 
                                                          
 20 Asep Hikmat, Abu al- A’la al-Maududi 
(Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam 
(Bandung, 1990). 
seluruh yang berkaitan dengan negara 
Islam termasuk rakyat yang menjadi 
komponen penting dalam bernegara. Lebih 
lanjut al-Maududi memberikan argument 
bahwa rayat Negara Islam terdiri dari 
muslim dan nonmuslim, sehingga hak dari 
nonmuslim sama dengan muslim dalam 
hal perlindungan haknya seperti 
kehidupan, harta, kebebasan dalam 
beragama dan lain sebagainya, artinya 
tidak ada diskriminasi terhadap masyarakat 
nonmuslim yang berada di dalam 
kekuasaan negara Islam.21  
Ada tiga dasar keyakinan yang 
ada di dalam diri Maududi mengenai 
Kenegaraan menurut Islam 22 
a) Islam merupakan agama yang 
paripurna, lengkap dengan cara dan 
petunjuk untuk mengatur kehidupan 
manusia, termasuk kehidupan berpolitik 
sehingga umat Islam tidaklah perlu 
atau bahkan dilarang untuk 
menggunakan sistem politik dari Barat, 
cukup dengan kembali kepada sistem 
Islam dengan merujuk kepada pola 
semasa  Khulafa ar-Rasydin sebagai 
model atau contoh sistem kenegaraan 
menurut Islam. 
                                                          
 21 Zainuddin dan Jamal Mirdad Aldi Putra, 
“‘Hak dan kewahiban Warga Negara Non Muslim 
di Negara Islam Menurut Al-Maududi,’” Jurnal 
Integrasi Ilmu Syariah, Vol. 1, No (2021): ,h. 9. 
 22 Kamaruzzaman, Relasi Islam dan 
negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis 
(Jakarta: UI Press, 1993). 
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b) kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, 
adalah hanya kepada Allah, maka 
rakyat hanya sebagai pelaksana-
pelaksana perintah Allah di muka bumi. 
Baik negara ataupun juga rakyat 
dituntut agar menjalani hukum-hukum 
sebagaimana yang tercantum baik di 
dalam kitab suci  Al-Quran ataupun 
juga di dalam sunnah Rasulullah.  
c) sistem politik Islam merupakan suatu 
sistem yang Universal dan tidak 
mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan 
geografi bahasa dan kebangsaan. 
Konsep negara Islam yang 
dikemukakan Maududi merupakan 
konsep yang bersifat kepada Teo-
demokrasi, bukan demokrasi 
Dapat penulis simpulkan bahwa 
negara yang senantiasa diperjuangkan dan 
diinginkan oleh al- Maududi adalah negara 
yang berdasarkan hukum atau syariat 
Islam dan seluruh komponen yang ada 
dalam negara tersebut dapat dilaksanakan 
syariat Islam dalam segala aspek 
kehidupanya. Bagi Maududi, kedaulatan 
negara merupakan kekuasaan tertinggi 
untuk mengambil keputusan-keputusan 
politik. Kedaulatan negara akan memberi 
warna dan bentuk negara itu serta 
mempunyai pengaruh yang sangat besar 
terhadap susunan dan struktur negara. 
4. Ibnu Khaldun  
Waliuddin Abdurrahman bin 
Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin 
Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin 
Abdurrahman bin Khalid bin Usman bin 
Hani bin Kathab bin Kuraib bin 
Ma’dikarib bin Harish bin Wail bin Hujr 
dan kita mengenalnya dengan nama Ibnu 
Khaldun. Ibnu Khaldun adalah bapak 
sosiologi Muslim yang terkemuka di 
jamannya. Lahir di Afrika Utara (Tunisia), 
ketika berada dalam kekuasaan Dinasti al- 
Munawahhidun, Karya Ibnu Khaldun yang 
populer adalah al-Muqaddimah. Dalam al-
Muqaddimahini menggagaskan tentang 
Konsep negara, Ibnu Khaldun menjelaskan 
untuk membangun negara itu harus diawali 
dengan membangun konsep masyarakat 
dan kesatuan masyarakat yang disebut 
dengan istilah ashabiyah.23. 
Ashabiyah merupakan perasaan 
nasab, baik karena pertalian darah maupun 
ikatan emosional kesukuan. Kalo penulis 
jabarkan konsep ashabiyah ini lahir karena 
kepedulian yang tinggi serta rasa cinta 
terhadap sesama ras, suku atau komunitas 
dan berusaha untuk terus mempertahankan 
eksistensinya. Sikap yang seperti ini akan 
terus berkembang dan akan membentuk 
nasab secara umum.  Penulis dapat 
simpulkan konsep ashabiyah yang digagas 
oleh Ibnu Khaldun negara itu terbentuk 
berdasarkan pertalian nasab yang kuat, 
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(Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyasah 
Islamiyah dan Konstitusi Negara Republik 
Indonesia. 
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kemudian ibnu khaldun mengikatnya 
dengan agama.  
Pengembangan Konsep ashabiyah 
ini, menjadi sebuah negara tidak hanya 
sekedar pada nasab, kedaerahan, visi, misi 
dan kesamaan promodial lainnya. Karena 
berbicara mengenai negara berarti juga 
berbicara tentang konsep kepemimpinan 
ini artinya setelah solidaritas itu terbentuk, 
selanjutnya siapakah yang berhak menjadi 
pemimpinnya dan alat pengikat, apakah 
yang akan lebih menguatkan solidaritas 
itu. Karena dalam pandangan ibnu 
Khaldun, solidaritas, nasab, kedaerahan, 
bahasa,atau yang lainya adalah solidaritas 
semu atau solidaritas yang kurang kuat 
untuk tetap dalam satu kesatuan yang kuat. 
Maka bagi Ibnu Khaldun, setelah 
solidaritas itu terlampaui, maka negara 
dapat terbentuk melalui perjanian, atau 
kesepakatan. (Sayuti Pulungan, 1997:227). 
Ibnu Khaldun berpandangan bahwa 
negara yang memiliki pertalian 
ashabiyahlah yang akan kaut dan mampu 
menciptakan peradaban manusia yang 
tinggi. Akan tetapi jika rasa ashabiyah 
pudar dan hanya dipahami secara sempit, 
maka yang ada hanya nepotisme-absolut 
yang membuat hancurnya agama. 
Berkenaan dengan bentuk negara, Ibnu 
Khaldun tidak menjelaskan bentuk negara 
dengan nama-nama terminologi apapun 
seperti yang pernah dilakukan oleh para 
filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles. 
Tapi ibnu khaldun memberikan rambu 
universal tentang bentuk negara yang 
ideal. 24 
Kesimpulan  
Teori atau gagasan para pemikir 
Islam yang sudah diuraikan diatas 
memiliki beberapa karakteristik yaitu; 
pertama, Pendapat mereka jelas 
terpengaruh oleh pemikir Yunani, terutama 
pandangan Plato, meskipun tidak sama 
antara satu Pemikir dengan pemikir 
lainnya. Kedua, selain Farabi, mereka 
mendasarkan pemikirannya atas 
penerimaan terhadap sistem kekuasaan 
yang ada pada zaman mereka masing-
masing. Diantara pemikir tersebut ada 
yang berpendapat bahwa gagasannya 
bertitik tolak pada pemberian legitimasi 
kepada sistem pemerintahan yang ada, di 
antara 4 pemikir tersebut Al-Farabi lah 
yang mengadakan idealisme semua aspek 
kehidupan bernegara. Kemiripan para 
pemikir Yunani dengan keempat Pemikir 
Islam tersebut bisa kita lihat dan teori  asal 
usul timbulnya negara. Walau keempat 
pemikir Islam menyatakan tentang tujuan 
bernegara yakni tidak semata-mata untuk 
tujuan duniawi tetapi juga memenuhi 
kebutuhan ukhrani, namun mereka tetap 
mencantumkan aspek seperti, jabatan 
kepala negara, siapa yang harus 
memimpin, darimana sumber kekuasaan 
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Islam, 2003. 
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dan cara pengangkatanya. Diantara kempat 
pemikir islam yang kita bahas tadi, Al-
Maududilah yang menjelaskan konsep 
politik islam yang relatif utuh, lengkap dan 
asli. 
Dan untuk pemikiran filsafat al-
Farabi banyak dipengaruhi pemikiran 
Plato. Hal ini disebabkan karena karya-
karya politis para filosof banyak yang 
belum diterjemahkan ke dalam bahasa 
Arab, di samping al-Farabi memiliki 
kecenderungan yang sama dengan Plato 
yakni pemikiran yang bersifat idealis, 
sehingga ide-ide kenegaraannya cenderung 
utopis. Namun demikian dalam beberapa 
aspek sinkretisme (pemaduan antara 
filsafat dan agama) al-Farabi tampak 
dalam pemikiran filsafat kenegaraannya. 
Pustaka Acuan 
Abu Bakar Abhara. Pengantar Ilmu 
Politik, 2010. 
Aldi Putra, Zainuddin dan Jamal Mirdad. 
“‘Hak dan kewahiban Warga Negara 
Non Muslim di Negara Islam 
Menurut Al-Maududi.’” Jurnal 
Integrasi Ilmu Syariah, Vol. 1, No 
(2021): ,h. 9. 
Asep Hikmat. Abu al- A’la al-Maududi 
(Hukum dan Konstitusi, Sistem 
Politik Islam. Bandung, 1990. 
C.S.T Kansil. Hukum Tata Negara 
Republik Indonesia. Jakarta: Bina 
Aksara, 1986. 
Efrinaldi. “Paradigma Politik Islam: 
Protitipe Negara Madinah dan 
Prinsip-prinsi Politik Kenegaraan.” 
Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan 
dan Politik Islam Vol. 2, No (2017): 
h. 92. 
Farkhani. Hukum Tata Negara 
(Pergantian Kepala Negara 
Perspektif Siyasah Islamiyah dan 
Konstitusi Negara Republik 
Indonesia. Diedit oleh Evi Ariyani. 
Sukoharjo: Pustaka Iltizam, 2016. 
Kamaruzzaman. Relasi Islam dan negara: 
Perspektif Modernis dan 
Fundamentalis. Jakarta: UI Press, 
1993. 
Lubis Solly. Ilmu Negara, 2007. 
M. Sirajuddin Syamsudin. “Pemikir 
Politik (Aspek-Aspek yang 
terlupakan dalam sistem Pemikir 
Islam) Refleksi Pembaharuan 
Pemikir Islam. Jakarta: LSAF, 1989. 
Maryam Jamilah. Biografi Abu al-A;la al-
Maududi. Bandung: Risalah, 1973. 
Munawir Sjadzali. Islam dan Tata Negara, 
ajaran, sejarah, dan pemikiran. 
Jakarta: Universitas Indonesia (UI-
Press), 1993. 
Nizar Samsul. Sejarah Pendidikan Islam, 
2003. 
Osman Bakar. Hierarki Ilmu; Membangun 
AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 




Rangka Pikir Islamisasi Ilmu 
Menurut Al-Farabi, Al- Ghazali, 
Qutb al-Din Al-Syirazi. Cet. 1. 
Bandung: Purwanto, : Mizan, ., 
1997. 
Q. Zaman. “Negara Madinah (sebuah 
Prototy ketatanegaraan Modern).” 
Jurnal Agama dan Hak Azazi 
Manusia Vol. 2, No (2012): h. 75. 
Rahman, Abd. “Etika Pemimpin Politik 
Dalam Kitab Kumpulan Ringkas 
Berbetulan Lekas (Perspektif 
Maqasid Al-Syariah).” Al-Imarah: 
Jurnal Pemerintahan dan Politik 
Islam Vol. 6, No (2021): h. 1. 
Soehina. Ilmu Negara,. Cet. 6,. 
Yogyakarta: Liberti, 1996. 
Sukardi. Metodologi Penelitian 
Pendidikan: Kompetensi dan 
Praktiknya. Jakarta, 2003. 
Suntana, Ija. Pemikiran Ketatanegaraan 
Islam. 2010, 2010. 
Syahrin Harahap. Metodologi Studi Tokoh 
Pemikiran Islam. Medan, 2006. 
Wahyu Abdul Jafar. “Imamah Dalam 
perspektif kemaslahatan Rakyat.” 
Jurnal Pemerintahan dan Politik 
Islam ”, Al-Imarah Vol. 2, No 
(2017): h. 61-62. 
 
